
 

 

 
 

BUPATI MANGGARAI BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

NOMOR  3  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN 

PANGAN BERKELANJUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 
 

Menimbang 
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a.  bahwa Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah 

agraris telah memberikan kontribusi yang besar 

dalam penyediaan pangan nasional, bahan baku 

industri sekaligus menjadi mata pencaharian pokok 

dan sumber penyediaan lapangan kerja; 

b. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian 

pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan di  Kabupaten Manggarai 

Barat, Pemerintah Daerah  perlu melindungi dan 

menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sesuai ketentuan pasal 22  Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan;   

 

c. bahwa semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk, perkembangan ekonomi dan industri 

mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan yang 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  
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berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di 

daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

perlu diubah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2009   tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5587 ), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 

151); 

 

 
 

     Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

MANGGARAI BARAT 

dan 

BUPATI MANGGARAI BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

MANGGARAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG 

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN 

BERKELANJUTAN. 

                                                  Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun 2015  Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Nomor 151) dihapus, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

  

                                  Pasal 29 

(1)  Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.  

(2)  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah atau 



 

  

Pemerintah Daerah dalam rangka: 

 a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau 

 b. terjadi bencana alam. 

(3)  Dihapus. 

(4)   Dihapus 

 

 

Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat. 

 

 

 

Ditetapkan di Labuan Bajo 

                                                                        pada  tanggal 19 Februari 2018               

 

                                                                 BUPATI MANGGARAI BARAT, 

 

 

 

                                                                         AGUSTINUS CH.DULA 

 

 

Diundangkan di Labuan Bajo 

pada  tanggal  21 Februari  2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

 

 

 

MBON ROFINUS 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017   

NOMOR 3  

  

NOREG.  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI 

NUSA TENGGARA TIMUR :  03  TAHUN 2018. 

 

 

 



 

  

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
NOMOR   3  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN 

PANGAN BERKELANJUTAN. 

 

I. UMUM 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi 

dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah 

dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) serta 

diimplementasan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka 

mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Manggarai Barat menilai perlu untuk melakukan 

identifikasi dan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, sekaligus dilakukan 

pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian 

pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan 

salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan 

pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

petani dan masyarakat pada umumnya.  

 

Kebijakan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang 

menyatakan “  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat 

dialihfungsikan selain dalam rangka pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dapat pula dialihfungsikan paling banyak seluas 300 m2 (tiga 

ratus meter persegi) dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk 

rumah tinggal.” Kebijakan ini menuai persoalan di lapangan karena 



 

  

mendorong masyarakat untuk membangun pemukiman pada daerah 

irigasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Manggarai 

Barat perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 29 

 

    Cukup Jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR  

189. 

 

 

 

 

 

 

 

 


